
   

ABSTRAK 
 

Tesis ini berjudul ANALISIS PASAL 11 AYAT (1) DAN (2) PERATURAN 
BUPATI CIAMIS NOMOR 13 TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN 
PENGANGKATAN PETUGAS PEMBANTU PELAYANAN URUSAN 
KEAGAMAAN DESA/KELURAHAN DI KABUPATEN CIAMIS, ENTIS 
SUTISNA, NIM 82339240007, Untuk mengantisipasi agar tidak terjadi stagnan 
pemerintahan dan untuk mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat 
khususnya dibidang urusan agama di desa/kelurahan perlu petugas untuk 
membantu pelayanan kegiatan-kegiatan keagamaan di desa/kelurahan yang 
daiatur melalui Pedoman Pengangkatan untuk kepentingan yang lebih luas bagi 
masyarakat. Bahwa untuk maka terbit Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2018 
tentang Pedoman Pengangkatan Petugas Pembantu Pelayanan Urusan Keagamaan 
Desa/Kelurahan di Kabupaten Ciamis 

Penelitian dan penulisan dilakukan dengan desain deskriptif dan 
memperoleh data melalui metode kualitatif dalam bentuk, obsevasi, wawancara 
semi tersetuktur, dokumentasi. Digunakan metode analisis reduksi data, penyajian 
data dan penarikan kesimpulan. 

Namun dalam implementasi pelaksanaan Peraturan Bupati Nomor 13 
Tahun 2018 tentang Pedoman Pengangkatan Petugas Pembantu Pelayanan Urusan 
Keagamaan Desa/Kelurahan di Kabupaten Ciamis, terdapat kekurangan pasal, 
cara pemberhentian P3N dimana terjadi kasus pemberhentian Pembantu Pegawai 
Pencatat Nikah/P3N oleh Kepala Desa Mangkubumi Nomor 16 Tahun 2023.         

 Ditinjau dari Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2018 pada Pasal 11 ayat 
1 (satu) dan Ayat 2 (dua), huruf e tidak ada kejelasan mekanisme teknis 
pemberhentian sehingga menimbulkan permasalahan di masyarakat, untuk itu 
sangat peting adanya mekanisme pemberhentian Pembantu Pegawai Pencatat 
Nikah dan penambahan ayat yaitu  ayat 3 (tiga) sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2) huruf e yaitu melakukan perbuatan  yang bertentangan dengan norma  agama 
dan adat istiadat setempat harus ditempuh mekanisme pemberhentian sebagi 
berikut: 

Pembentukan petugas sidang pemberhentian Pembantu Pegawai Pencatat 
Nikah yang terdiri dari : (a) Kasie Pelayanan di Desa/ Kasie Pemberdayaan di 
Kelurahan; (b) Ketua LPM di Kelurahan. ; (c) Ketua BPD di Desa; (d) Ketua MUI 
di Desa/Kelurahan; (e) Kepala Desa/Lurah. 

Hasil sidang pemberhentian Pembantu Pegawai Pencatat Nikah dibuat 
Berita Acara, selanjutnya dibuat Surat Keputusan Kepala Desa/ Lurah, jika 
Pembantu Pegawai Pencatat Nikah keberatan bisa mengajukan upaya 
administratif berupa keberatan kepada Bupati Ciamis, bahwa Surat Keberatan 
harus diajukan paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah Pembantu Pegawai 
Pencatat Nikah menerima Surat Keputusan Kepala Desa/ Lurah. 

Bahwa bila Pembantu Pegawai Pencatat Nikah masih keberatan maka 
dapat mengugat Keputusan Kepala Desa/ Lurah pada Peradilan Tata Usaha 
Negara (PTUN). Karena tugas pokok PTUN, memproses gugatan yang diajukan 
oleh pihak yang merasa dirugikan oleh keputusan atau tindakan pejabat publik. 
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ABSTRACT 

This thesis is entitled ANALYSIS OF ARTICLE 11 PARAGRAPHS (1) AND 
(2) OF CIAMIS REGENT REGULATION NUMBER 13 OF 2018 CONCERNING 
GUIDELINES FOR THE APPOINTMENT OF ASSISTANT OFFICERS FOR 
RELIGIOUS AFFAIRS SERVICES IN VILLAGES/URBAN VILLAGES IN CIAMIS 
REGENCY, by ENTIS SUTISNA, NIM. 82339240007. 

In order to prevent governmental stagnation and to optimize public services, 
particularly in the field of religious affairs at the village/urban village level, officers are 
needed to assist in religious service activities. This is regulated through Appointment 
Guidelines for the broader benefit of the community, which gave rise to the issuance of 
Regent Regulation Number 13 of 2018 concerning Guidelines for the Appointment of 
Assistant Officers for Religious Affairs Services in Villages/Urban Villages in Ciamis 
Regency. 

The research and writing were conducted using a descriptive design, with data 
gathered through qualitative methods including observation, semi-structured interviews, 
and documentation. Data analysis employed reduction, data presentation, and conclusion 
drawing. 

However, in the implementation of Regent Regulation Number 13 of 2018, a 
deficiency was identified regarding the dismissal procedure for Assistant Marriage 
Registrar Officers (P3N). A specific case arose involving the dismissal of a P3N by the 
Head of Mangkubumi Village through Decree Number 16 of 2023. 

Upon review of Article 11 Paragraphs (1) and (2), sub-paragraph (e) of Regent 
Regulation Number 13 of 2018, it was found that there is no clear technical mechanism 
for dismissal, which has caused problems within the community. Therefore, it is critically 
important to establish a dismissal mechanism for Assistant Marriage Registrar Officers 
through the addition of Paragraph (3), as referred to in Paragraph (2) sub-paragraph (e) 
— namely, acts contrary to religious norms and local customs — which must follow the 
dismissal procedure below: 

Formation of a dismissal hearing committee for the Assistant Marriage Registrar 
Officer, consisting of: (a) Head of Services Section in the Village / Head of Empowerment 
Section in the Urban Village; (b) Chairperson of the Village Community Resilience 
Institution (LPM) in the Urban Village; (c) Chairperson of the Village Consultative Body 
(BPD) in the Village; (d) Chairperson of the Indonesian Ulema Council (MUI) in the 
Village/Urban Village; (e) Village Head/Urban Village Head (Lurah). 

The outcome of the dismissal hearing shall be documented in official Minutes of 
Proceedings, followed by the issuance of a Decree by the Village Head/Lurah.If the 
Assistant Marriage Registrar Officer objects, they may file an administrative remedy in 
the form of a formal objection to the Regent of Ciamis,The letter of objection must be 
submitted no later than 30 (thirty) days after the Assistant Marriage Registrar Officer 
receives the Decree of the Village Head/Lurah. 

Should the Assistant Marriage Registrar Officer remain dissatisfied, they may file 
a lawsuit against the. Decree of the Village Head/Lurah before the State Administrative 
Court (PTUN), whose primary function is to process claims brought by parties who feel 
aggrieved by decisions or actions of public officials 
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